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DAFTAR PENJELASAN ISTILAH 

 

Istilah Kepanjangan Keterangan 

APBN Anggaran 

Pendapatan dan 

Belanja Negara 

Rencana keuangan tahunan pemerintah yang  disetujui 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

DIPA Daftar Isian 

Pelaksanaan 

Anggaran 

Dokumen pelaksanaan anggaran yang  digunakan sebagai 

acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan 

pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN. 

DIPA dapat dipersamakan dengan buku tabungan yang 

dimiliki nasabah bank berisi nominal uang namun 

diperinci dalam klasifikasi penggunaan yang spesifik 

(bukan hanya total dana saja) 

Satker Satuan Kerja Unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau unit 

organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan 

Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki tanggung 

jawab penggunaan anggaran. 

Satker dapat berupa institusi yang merupakan kepanjangan 

langsung dari Kementerian/Lembaga di daerah (instansi 

vertikal) maupun institusi pemerintah daerah yang 

menerimapenugasan tertentu dari pemerintah pusat 

(dengan diberikan dana APBN). 

Satu satker = satu DIPA. Satu institusi bias memiliki lebih 

dari satu DIPA sehingga satu institusi pemerintah dapat 

dipecah dalam beberapa satker. 

PA Pengguna 

Anggaran 

Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran 

Kementerian Negara/Lembaga. Biasanya dijabat oleh 

pemimpin tertinggi suau Kementerian Negara/Lembaga. 

KPA Kuasa 

Pengguna 

Anggaran 

Pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk 

melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab 

penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga 

yang bersangkutan.  

PA tidak selamanya bias meng-handle seluruh pengelolaan 

keuangan di institusi yang menjadi tanggung jawabnya 

sehingga diwakilkan. Contoh: PA = JaksaAgung. KPA = 

Kepala Kejaksaan Negeri Semarang 

PPK Pejabat Pembuat 

Komitmen 

Pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk 

mengambil keputusan dan atau tindakan yang dapat 

mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN. 

PPK  bertanggungjawab penuh dalam membuat perjanjian 

ataupun kontrak kerja pada satkernya yang membuat 

Negara harus membayar tagihan yang muncul. 

PPSPM Pejabat 

PenandaTangan 

SPM 

Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untukk 

melakukan pengujian atas permintaan pembayaran (SPP) 

dan menerbitkan perintah pembayaran (SPM) 
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Istilah Kepanjangan Keterangan 

SPP Surat 

Permintaan 

Pembayaran 

Dokumen yang diterbitkan PPK yang berisi  permintaan 

pembayaran tagihan kepada negara 

SPM Surat Perintah 

Membayar 

Dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan 

dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen yang 

dipersamakan 

SP2D Surat Perintah 

Pencairan Dana 

Surat Perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa 

BUN untuk melaksanakan pengeluaran Negara atas beban 

APBN berdasarkan SPM 

Kuasa BUN Kuasa 

Bendahara 

Umum Negara 

Pejabat yang diangkat oleh BUN (peran Menteri Keuangan 

dalam keuangan negara) untuk melaksanakan tugas 

kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN dalam 

wilayah kerja yang ditetapkan. Kuasa BUN dijabat oleh 

seluruh Kepala KPPN cabang sebagai kepanjangan tangan 

BUN di daerah.  

Rekonsiliasi - Proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses 

dengan beberapa sistem/sub sistem yang berbeda 

berdasarkan dokumen sumber yang sama 

SAIBA Sistem 

Akuntansi 

Instansi Berbasis 

Akrual 

Aplikasi pembukuan transaksi keuangan negara yang 

bersumber dari APBN yang digunakan oleh satker dengan 

basis akrual (bukan berbasis kas) sehingga semua biaya dan 

pendapatan Negara diakui saat peristiwa terjadi bukan saat 

terjadi pengeluaran atau penerimaan kas. 

WBK Wilayah Bebas 

Korupsi 

Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang 

memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan 

tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan 

pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja 

WBBM Wilayah 

Birokrasi Bersih 

Melayani 

Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang 

memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan 

tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan 

pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan 

penguatan kualitas pelayanan publik 

SPAN 

Sistem 

Perbendaharaan 

dan Anggaran 

Negara 

Sistem terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan 

pengelolaan APBN yang meliputi model penganggaran, 

modul komitmen, modul pembayaran, modul penerimaan, 

modul kas, dan modul akuntansi dan pelaporan 

SAKTI 

Sistem Apikasi 

Keuangan 

Tingkat Instansi 

Aplikasi yang dibangun guna mendukung pelaksanaan 

SPAN pada tingkat instansi dalam hal pengelolaan 

anggaran, komitmen, pembayaran, bendahara, persediaan, 

aset tetap, general ledger, dan pelaporan dengan 

memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi 
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